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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG .

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Sosial Kabupaten Lamongan.

Mengingat '+ 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1850 Nomor

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor $494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemecrintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tenfang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); >,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Bupati adalah Bupati Lamongan.

Sekretarjs Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai | negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yang bekerja pada instansi pemerintah,

6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tipe A.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan atau
Pejabat f”impinan Tinggi Pratama Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

o ol & -

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
1 Kedudukan

Pasal 2

i

| ¢ ; ;
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di

bidang Sosial.

(2) Dinas sébagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh scorang Kepala
Dinas y#ng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Tekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

’ o Pasal 3

i .

| i
Susunan Or'ganisasi Dinas Sosial terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:

I
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1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;

2; Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum, _
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;

3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usie;

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;

2. Seksi Pemrberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;

3. Seksi ‘Pen}berdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

. {. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:

‘1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

2. Seksi hPenda.mpingaﬁ dan Pemberdayaan;

3. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
8- Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.’

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan

urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan
tugas di bidang sosial.

‘Pasal 6 g

Dalam melaksanakan tugas seba

gaimana tersebut dalam Pasal 5 Kepala
Dinas Sosial memiliki fungsi;
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(1)

(2)

penyusunan perencanaan bidang sosial;

pelaksanaan pelayanan umum bidang sosial

perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;

pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemesintahan di bidang Sosial;
pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;

pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurui b mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan
dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan
administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang herada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
Sekretariat mempunyai fungsi :

a.
b.
c.

Mt

pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuagan/anggaran;

pengelolaan urusan Kepegawaian, tata usaha, Kearsipan, perlengkapan,
rumah tangga, surat menyurat dan keprotokolan Dinas;

pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian,
organisasi dan ketatalaksanaan dinas;

pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program dinas;
pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset dinas;
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dinas;
pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta
pelaporan kinerja dan keuangan dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Pasal 9

(1) Sub Bagian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam -Pasal
3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

(2)

a.

meoan o

h.

penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan
informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang
menjadi tanggung jawab dinas;

menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
menyusun rencana kerja dan anggaran;

mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas;
melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan dinas;
menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan; )
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan
perjanjian kinerja; -

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
angka 2 mempunyai tugas :

a.

penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan
pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas;

melakukan inventarisasi, administrasi, penyusunan laporan
pertanggungjawaban aset perangkat daerahs

menghimpun data dan informasi keuangan dalam rangka
peényusunan program anggaran dinas;

d. melakukan administrasi pe'rbendaharaan keuangan dinas;

menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di
lingkungan dinas;

melaksanakan a.kuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban
anggaran; '

menyusun laporan keuangan, analisa dan evaluasi laporan keuangan
dinas;

. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan  keuangan ncga:ra,

penetapan  pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaﬁs sesuai
tugas dan fungsinya.
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Sub Baglan Umum sebagalmana dimakeud dalam Pasal 3 huruf b angka
J mempunyal tugas :

a. penylapan dan koordinas! penatalaksanaan Kepegawaian, produk

hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung
jawab dinas;

b. menyusun perencanaan kebutuhan pegawal mulai penempatan
formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan
maona kerjn, pemberlan penghargann, kenaikan panglkat, SKP, DUK,
sumpah/jan)i  ASN, gajl berkala, kesejahternan, mutasi dan
pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin
pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan
fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi ASN dan
lainnyn;

¢. menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis
pakai dinas;

menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana dinas;
e. melakukan pengadaan aset dan sarana prasarana dinas;
melakukan perawatan, pemeliharaun, dan pengamanan aset dan
perlengkapan kantor;

g melakukan  penyusunan dan  evaluasi organisasi  serta
ketatalaksanaan;

h. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan,
penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah
dinas;

i. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan,

perjalanan dinas dan keprotokolan;

melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;

melakukan administrasi kepegawaian,

menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;

m. melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi
publik; dan |

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya. _
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimai{zfs_ud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) dipimpin olch scorang Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

administrasi

Ll

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pasal 10

Bidang Pcrlind&néan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf ¢, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta
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pemantauan dan e¢valuasi, di bidang perlindungan dan jaminan

sosial,

(2) Untuk rmelaksanakan tugas . sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perlindunigan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan, dan evaluasi perlindungan sosial
korban bencana alam;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial
korban bencana sosial;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

d. penyiapan bahan dan perumusan norma, standar, prosedur, dan
kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan |

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Sosial sesuai dengan tugas'dan fungsinya.

(3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Sosial.

Pasal 11

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢, angka 1 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
b. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana
alam, pemulihan, dan penguatan sosial; dan o
€. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis, superv{si,
evaluasi; dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik,
penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban
bencana alam; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, angka 2 mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan serta melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

pencegahan, penanganan korban bencang sosial, politik, dan
ekonomi; ‘

b. menylapkan bahan serta melaksanakan kebijakan,
bimbingan teknis, supervisi, evaluasi,
pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

pemberfan
dan pelaporan pelaksanaan

.
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€. menyiapkan bahan serta melaksanakan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban
bencana sosial, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf ¢, angka 3 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan serta elaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial
keluarga; .

b. menyiapkan bahan serta melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
dan

d.

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial, _ '

_ Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

d, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pemantauan

dan evaluasi, di bidang rehabilitasi sosial. ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar
panti dan/atau lembaga;

b. penylapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;

c. penyiapan .bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial
dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
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d. penyiapan bahan dan perumusan Kkebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di
luar panti dan/atau lembaga;

¢. penyilapan bahan dan perumusan pengelolaan data pelayanan sosial

orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan

dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi;

penyiapan bahan dan perumusan pengelolaan data pelayanan sosial

korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan
kepada Pemerintah Provinsi;

g. penyiapan bahan dan perumusan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang rehabilitasi sosial di Iluar panti dan/atau

lembaga; dan

melaksanakan tugas-tugaé lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

h.

Pasal 13

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d, angka 1 mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,
pemantauan dan evaluasi pelayanan sosial balita terlantar;
b. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak terlantar;
¢. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan  teknis,
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak berhadapan
dengan hukum;
d. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial

anak yang
memerlukan perlindungan khusus;

€. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial
lanjut usia; dan

f.

melaksanakan tugas-tugas lain Yyang diberikan oleh
sesuai dengan tugas dan fungsinya. i
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d, angka 2 mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbin

evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial P
fisik dan sensorik; dan

Kepala Bidang
(2)

gan teknis, supervisi,
enyandang disabilitas
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b. menyjapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evalupsi, dan pelaporan rehabilitasl sosial penyandang disabilitas
mental dan intelektual; dan

¢. menyjapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang
disabjlitas; dan

d. meclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bldapg
sesugi dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 3 mempunyai
tugas : ‘

a. menyj

iapkan bahan serta melaksanalkan bimbingan teknis, supervisi,

evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis,

bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan
orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan /atau lembaga;

menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila

di luar panti dan/atau lembaga;

c. mengelola data pelayanan sosial orang terkena HIV/AIDS (ODHA)
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi;
mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA

untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi;

e. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,
pemdntauan dan evaluasi pengembangan kelembagaan rehabilitasi
sosigl tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti
dan/latau lembaga; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesupi dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Scksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. "

Bagian Kelima )
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 14

(1) Bidang |Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan tekhnis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi di bidang pemberdayaan sosial,
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(2) Untuk thelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pcmbcrdayaan Sosial mempunyai fungsi: |

4. penyjapan bahan dan perumusan kebljakan teknis, fasilitasi,
kooﬁﬁnasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan  sosial
perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

C. penyippan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana
bantyan sosial; , ;

d. penyiapah bahan dan perumusan norma, standar, progedur, dan
kriterja di bidang pemberdayaan sosial: dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di|bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga sébagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerja sosial, pekerja sosial
masyarakat, tenaga  kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga
kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;

b. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,
pemaritauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
dan unit peduli keluarga; dan ,

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai|dengan tugas dan fungsinya,

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 2 mempunyai tugas:

a. menyigpkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan wahana kesejahteraan sosial

berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan
lembaga kesejahteraan sosial; dan

b. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerbitan izin pengumpulan
sumbangan; dan .
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C. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, |
(3) Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 3 mempunyai
tugas :

a. mcnyiaiakan bahan' serta melaksanakan bimbingan  teknis,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan penggalian potensi, nilai
kepahldwanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

b. menge]cila taman makam pahlawan nasional di daerah;

C. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis,
pemantpuan, evaluasi dan pelaporan tanggung jawab badan usaha
terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala E'Sidang Pemberdayaan
Sosial. 1

&

Bagian Keenam
Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 16

(1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalem Pasal 3
huruf f, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan .
dan evaluasj di bidang penanganan fakir miskin.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin
pedesaan; ,

b. penyiepan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinajsi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin
perkotaan; T -,

e. penyiapjn bahan dan perumusan verifikasi dan validasi fakir miskin
di daerah;

d. penyiapan bahan dan perumusan norma, standar, prosedur dan
kriteria dji bidang penanganan keluarga sejahtera; dan ,

e. melaksadakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sosial sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
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(3) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Sosial.

Pasal 17

(1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf f angka 1 mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan serta melaksanakan verifikasi dan validasi fakir
miskin di daerah;

b. menyiapkan bahan serta melaksanakan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
identifikasi dan pemetaan;

c. menyjapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evaluasi, dan pelaporan penguatan kapasitas; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2 (2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf f, angka 2 mempunyai tugas :

a. menyjapkan bahan serta melaksanakan’ bimbingan teknis, supervisi,
evalupsi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;

b. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan;dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

C. sesuai dengan tugas dan fungsinya.
'{@eksi antuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf {, angka 3 mempunvai tugas : .
a. menyiapkan bahan serta melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evaluasi, dan pelaporan bantuan stimulan;
b. menyiapkan bahan serta melaksanakan pelaksanaan bimbingan

ial; dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir

[}
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Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

(1) Unit Pelal*sana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional

dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu,

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit

Pelaksang

Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan

dengan pelay

(1) KelompokK
jenjang
keahliann

(2) Jumlah ¢

pnan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Pasal 20

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam
jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang
lya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior.

lan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis

jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan
pemerintjhan yang menjadi kewenangan daerah.

(3) Pembina

n terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan

- peraturan perundang-undangarn.

Dalam melak
Dinas dan |
koordinasi, i
Daerah serta
tugas masing

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 21

rsanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
tegrasi dan sinkronisasi baik dalam ‘lingkungan Pemerintah

dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan
-masing.
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Pasal 22

han satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan
gkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
dangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang

diperlukan.

Setiap pimpitz
bertanggung |
pada waktun]

Setiap lapor;
bawahannya
penyusunan

Tembusan a
satuan organ

Setiap pimpit
dalam rang
bawahannya

Pada saat Pe
Nomor 43 Ta
Tenaga Kerj
Kabupaten L
berlaku.

Pasal 24

han organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta
awab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat
ya. '

Pasal 25

an yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam
laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

Pasal 26

tas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada
isasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

nan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala
ka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

raturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan
hun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial,
a dan Transmigrasi Kabupaten’ Lamongan (Berita Daerah
amongan Tahun 2008 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak
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